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Rumah Governansi Korporat Secara Umum
(PUGKI)

Governance Outcome

Governance Structure

Governance Commitment & Principles
Governance Commitment and Principles:

Fondasi untuk melaksanakan proses governanasi secara terencana,
sistemik, dan berkelanjutan (Tone at the top & TARIF Principles)

Governance Structure
Struktur organisasi yang mengadopsi mekanisme check and balance,  melalui 
implementasi 3LM (Three Lines Model), WBS (Whistle Blowing System), SMAP 

(Sistem Manajemen Anti Penyuapan), Anti-Gratification System, Sistem
Pencegahan Conflict of Interest, dan Pentingnya Pakta Integritas, guna 

mengeliminasi  benturan kepentingan dan potensi fraud

Governance Process
Proses pengambilan kebijakan dengan mengembangkan Kode Etik dan

Perilaku, dan melibatkan pelaku dan semua stakeholder

Governance Outcome
Implementasi governansi pada saat berinteraksi dengan stakeholder,  untuk 

mendapatkan dukungan penuh stakeholder melalui pendekatan CSV
(Creating Shared Value)

Sumber: Mas Achmad Daniri, Lead by GCG, diolah

Governance Process
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Penciptaan Nilai yang Berkelanjutan

16

Komitmen kuat mengimplementasikan governansi korporat
yang baik
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Empat Pilar Governansi Korporat sebagai
Landasan Prinsip-Prinsip PUGKI
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Good Corporate Governance

Sumber: National Model Clinical Governance Framework,

the Australian Commission on Safety and Quality in Health Care

Usulan Cakupan Governansi Rumah Sakit
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Three Lines Model
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Governansi Rumah Sakit
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▪ Landasan: UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
▪ Pasal 36: Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit

dan tata kelola klinis yang baik
▪ Penjelasan Pasal 36:

Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi
manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi,
akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang
meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis
bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil
pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
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▪ Merujuk pada Visi, Misi dan Values

▪ Membudayakan mekanisme “Check & Balance”

▪ Mencegah benturan kepentingan, potensi penyalahgunaan dan fraud

▪ Mencapai tujuan dan target secara efisien dan efektif

▪ Memaksimalkan kinerja secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan

keseimbangan kepentingan stakeholder melalui penciptaan nilai bersama

Esensi Penerapan Governansi



Isu dan Tantangan (1)
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▪ Industri Kesehatan adalah industri berbasis resiko, oleh karena itu
diperlukan governansi yang baik untuk melindungi hak dan
kepentingan baik pemegang saham maupun stakeholders lainnya.

▪ Belum ada acuan yang komprehensif bagaimana pengelolaan rumah
sakit secara korporasi, dimana semua peraturan Kesehatan yang ada
saat ini adalah dibuat untuk rumah sakit vertikal dan belum
memasukkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagai konsideran, sehingga:

▪ Integrasi antara Clinical Governance dengan Corporate Governance
belum/ kurang optimal.
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▪ Clinical governance yang merupakan core business rumah sakit dilakukan
komite medik yang berada di luar struktur organisasi rumah sakit (non-
structural).

▪ Belum adanya standar transparansi laporan kinerja (KPI) medis untuk
Keterbukaan Informasi.

▪ Belum ada aturan dan tatalaksana tanggung jawab hukum pada rumah

sakit, dimana Dokter sebagai mitra kerja dan potensi resiko bagi rumah

sakit dalam kasus malpraktik.

Isu dan Tantangan (2)
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▪ Selain komite-komite yang disebutkan di dalam PUGKI, RS memiliki

Komite Pengawasan Mutu Layanan Kesehatan.

▪ Komite Pengawasan Mutu Layanan Kesehatan melakukan pemantauan
dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen
risiko di rumah sakit.

Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (1)
(Draft Penyusunan Pedoman Umum Governansi yang 

Baik untuk Rumah Sakit: PUGRSI)
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Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (2)

▪ Selain yang diatur dalam PUGKI, Rumah Sakit memiliki kebijakan dan
prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan
informasi material dan menjaga kerahasiaan informasi korporasi/ Rumah
Sakit, termasuk pasien.

▪ Rumah Sakit memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan
informasi korporasi/ Rumah Sakit, termasuk pasien.

▪ Selain yang diatur dalam PUGKI, Rumah Sakit mengungkapkan informasi
governansi korporasi, governansi klinis, kinerja medis dan klinis,
organisasi berkelanjutan, dengan jelas, tepat, lengkap, dan secara berkala,
serta disusun seusai kerangka pelaporan kinerja layanan nasional atau
internasional, jika ada.
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Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (3)

▪ Selain yang diatur dalam POJK, Rumah Sakit menerapkan fungsi audit

internal secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata

cara sebagaimana ketentuan yang mengatur standar pelaksanaan

fungsi audit internal Rumah Sakit, paling tidak mengacu pada standar

profesi audit internal.

▪ Satuan kerja audit internal menyusun dan melakukan pengkinian atas
pedoman kerja serta sistem dan prosedur yang ada sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai penerapan standar pelaksanaan
fungsi audit internal Rumah Sakit (termasuk klinis dan non klinis,
seperti keuangan, operasional, dll.).
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Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (4)

▪ Satuan kerja audit internal wajib memiliki pengetahuan dan/ atau
pemahaman tentang audit klinis, termasuk medis, keperawatan, dan
farmasi.

▪ Fungsi audit internal ditinjau secara internal setidaknya setiap tahun,
dan eksternal setidaknya setiap 5 (lima) tahun oleh tim peninjau yang
independen.
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Jenis informasi Governansi klinis yang diungkapkan sedikitnya meliputi:

▪ Kebijakan untuk kredensial, pendidikan, pelatihan dan pengembangan

professional tim medis.

▪ Kebijakan untuk penelitian dan pengembangan.

▪ Mekanisme untuk audit dan efektivitas klinis.

▪ Mekanisme untuk manajemen risiko klinis.

▪ Kebijakan untuk penyaringan dan pelaporan insiden.

Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (5)
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Jenis informasi terkait indicator kinerja medis dan klinis yang

diungkapkan sedikitnya meliputi:

▪ Kepuasan pasien.

▪ Tingkat insiden klinis yang merugikan.

▪ Tingkat infeksi terkait perawatan kesehatan.

▪ Tingkat morbiditas.

▪ Angka kematian pasien rawat inap.

▪ Prosedur operasi yang tidak direncanakan.

▪ Kembali prosedur operasi yang tidak direncanakan.

Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (6)
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Jenis informasi terkait indikator kinerja medis dan klinis yang
diungkapkan sedikitnya meliputi:

▪ Jenis informasi terkait organisasi berkelanjutan yang diungkapkan
sedikitnya meliputi:

▪ Piagam keberlanjutan
▪ Kode prilaku
▪ Kode etika
▪ Laporan keuangan yang telah diaudit
▪ Indikator atau rasio kinerja utama
▪ Kebijakan untuk melindungi hak pasien
▪ Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
▪ Lingkungan terutama kebijakan manajemen limbah
▪ Informasi kesetaraan gender/ tidak ada diskriminasi

Usulan Beberapa Rekomendasi dan Panduan (7)
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